KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN

ISLAM NOMOR 7321 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI
BAGI GURU MADRASAH, KEPALA MADRASAH, DAN PENGAWAS SEKOLAH

Menimbang

PADA MADRASAH TAHUN 2022

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi,

motivasi, profesionalisme, dan kinerja guru madrasah,
kepala madrasah, dan pengawas sekolah pada
madrasah dalam melaksanakan tugas keprofesian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dipandang perlu memberikan tunjangan
profesi guru madrasah, kepala madrasah, dan

pengawas sekolah pada madrasah;

. bahwa untuk kelancaran pemberian tunjangan profesi

bagi guru madrasah, kepala madrasah, dan pengawas
sekolah pada madrasah yang telah memperoleh
sertifikat pendidik dan nomor registrasi guru sesuai
dengan ketentuan, perlu pengaturan mekanisme

penyaluran tunjangan profesi;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan
Islam tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan

Profesi Guru bagi Guru Madrasah, Kepala Madrasah,



Mengingat

dan Pengawas Sekolah pada Madrasah Tahun
Anggaran 2022.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6735);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 494 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara



10.

11.

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009
tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan
Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan
Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5016);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama
Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan

Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;



12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012

13.

14.

15.

16.

tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan  Madrasah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Madrasah;

Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru
Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Agama Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi
Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian

Agama;

Peraturan  Bersama  Menteri Pendidikan  dan
Kebudayaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Agama Nomor
5/VIII/PB/2014, Nomor
05/SKB/MENPANRB/VIII/2014, Nomor 14/PBM/s014
tentang Penempatan Guru Pegawai Negeri Sipil
Di Sekolah/Madrasah yang Diselenggarakan oleh
Masyarakat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 /PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang



17.

18.

19.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian

Negara/Lembaga,;

Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015
tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan

Pemerintah pada Kementerian Agama;

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru
Bersertifikat Pendidik sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru

Bersertifikat Pendidik;

20.Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017

21.

22.

tentang Kepala Madrasah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama

Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban

Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 1117);

23. Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019

tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan

Bahasa Arab Pada Madrasah;

24. Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019

tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Pada

Madrasah;

25. Keputusan Menteri Agama Nomor 890 Tahun 2019

tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru

Madrasah yang Bersertifikat Pendidik;

26. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor

2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat
Pada Madrasah.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU MADRASAH,
KEPALA MADRASAH, DAN PENGAWAS SEKOLAH PADA
MADRASAH TAHUN 2022.

Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan
Profesi Guru bagi Guru Madrasah, Kepala Madrasah, dan
Pengawas Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru
bagi Guru Madrasah, Kepala Madrasah, dan Pengawas
Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU



merupakan acuan bagi para pejabat dalam rangka
menghitung dan menetapkan beban kerja guru
madrasah yang sudah lulus sertifikasi agar tunjangan

profesinya dapat dibayarkan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ISLAM

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI



